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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus keracunan makanan yang terjadi di
Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang
diduga berasal dari makanan yang disediakan oleh salah satu penyedia jasa
katering. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan ratusan korban dan
menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hukum
terhadap konsumen jasa katering telah dijalankan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan
hukum yang diberikan kepada konsumen, serta bentuk kerugian yang
dialami konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan
pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka
terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, serta studi
lapangan yang melibatkan wawancara dengan pihak korban, pelaku usaha
katering, aparat pemerintah kalurahan, dan instansi terkait seperti Dinas
Kesehatan, Jamkesda dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi kerugian materil dan
immateril. Bentuk kerugian yang terjadi secara materil dirasakan oleh
pemerintah daerah berupa penanggungan biaya perawatan korban melalui
BTT dan Jamkesda sedangkan secara immateril dirasakan oleh korban
berupa penderitaan fisik akibat keracunan sehingga perlu menjalankan rawat
inap dan rawat jalan. Hasil Penelitian juga telah menunjukkan bahwa telah
dilakukan upaya perlindungan secara preventif dan represif. Bentuk
perlindungan diberikan dalam bentuk perawatan medis dan pembiayaan
pengobatan, memberikan edukasi dan berupa SLHS (Sertifikat Laik
Hygiene Sanitasi) oleh pelaku usaha katering sesuai dengan PERMENKES
NOMOR 1096/2011.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Katering
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ABSTRACT

This research is motivated by a case of food poisoning that occurred in
Patalan Village, Jetis District, Bantul Regency, Yogyakarta, which was
suspected to have originated from food provided by a catering service
provider. This case is in the spotlight because it involves hundreds of victims
and raises questions about the extent to which legal protection for catering
service consumers has been implemented in accordance with the provisions
of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims
to examine the form of legal protection provided to consumers, as well as
the form of losses experienced by consumers.

The research method used is empirical juridical, with a descriptive
qualitative approach. Data were obtained through a literature study of laws
and regulations and legal documents, as well as field studies involving
interviews with victims, catering business actors, village government
officials, and related agencies such as the Health Service, Jamkesda and the
Bantul Regency Government.

The results of the study indicate that there have been material and
immaterial losses. The form of material losses felt by the local government
in the form of coverage of victim care costs through BTT and Jamkesda
while immaterial losses are felt by the victims in the form of physical
suffering due to poisoning so that they need to undergo inpatient and
outpatient care. The results of the study have also shown that preventive and
repressive protection efforts have been made. The form of protection is
provided in the form of medical care and treatment costs, providing
education and in the form of SLHS (Certificate of Hygiene Sanitation
Eligibility) by catering business actors in accordance with PERMENKES
NUMBER 1096/2011.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Catering Services
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MOTTO

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar"

(Qs. Ar-RUndang-Undangm:60)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi,

karena makanan sebagai sumber energi untuk melakukan segala aktivitas

dan merupakan salah satu faktor utama bagi kelangsungan hidup manusia.

Makanan menurut WHO (World Health Organization) yaitu semua

substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan

substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan. Untuk itu

makanan yang dikonsumsi harus tercukupi dengan kebutuhan gizi

(karbohidrat, protein, lemak dan mineral), juga harus higienis dan aman

untuk terhindar dari penyakit akibat makanan.1

Kemajuan teknologi dan tingginya aktivitas serta mobilitas

masyarakat membuat masyarakat lebih memilih cara-cara yang praktis

dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Hal inilah yang mendorong

berdirinya jasa pelayanan dan pengolahan makanan seperti jasa

boga/catering. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang

1 Pragita Enzeli, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelaksanaan
Higiene Dan Sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan Area,” Skripsi
Universitas Medan Area (2021), hlm. 2.
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Higiene Sanitasi Boga, menyebutkan bahwa:

"jasa boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan diluar
tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perorangan
atau badan usaha".

Pengelolaan makanan yang dilakukan oleh jasa boga/katering harus

memenuhi higiene sanitasi dan dilakukan sesuai cara pengelolaan yang

baik. Pengertian higiene sanitasi terdapat pada Pasal 1 Angka 4

Permenkes Jasa boga yang menyebutkan bahwa:

“higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko
terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari
bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman
dikonsumsi."

Kewajiban memenuhi higiene sanitasi terdapat pada Pasal 5 ayat (1)

Permenkes Jasa boga yang menyebutkan bahwa: "pengelolaan makanan

oleh jasaboga harus memenuhi higiene sanitasi dan dilakukan sesuai cara

pengelolaan makanan yang baik."

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi jasa boga

dikeluarkan dengan tujuan agar pelaku usaha jasa boga dalam mengelola

makanan tidak merugikan konsumen. Namun faktanya, masih terdapat

pelaku usaha jasa boga/katering yang masih belum memenuhi kelaikan

fisik dalam penerapan higiene sanitasi sehingga menimbulkan gejala

penyakit setelah mengkonsumsi makanan, seperti pada kasus keracunan
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makanan di Patalan, Kacamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta, pada acara

Penyerahan Surat Keputusan Penetapan Rintisan Desa Budaya.

Keracunan makanan akibat mengonsumsi makanan yang disediakan oleh

pelaku usaha katering yang diduga dikarenakan faktor pengolahan,

pengemasan, penyimpanan dan penyajian yang kurang tepat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN). Hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

e. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakan;

f. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
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serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya.

Pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi

hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN). Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur

serta tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
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dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak

sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan

persyaratan yang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen,

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Melihat kondisi

produksi pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan, kebersihan,

sanitasi, menjelaskan bahwa hak-hak konsumen telah dilanggar.

Ketidakjelian pelaku usaha dalam memproduksi, memperdagangkan,

dan menjual hasil produksinya membuat kurang efektifnya penerapan

dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peredaran makanan

harusnya memerlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan

pihak terkait (stakeholder) untuk memastikan bahwa makanan yang

beredar di pasaran memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi. serta
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diharapkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku

usaha dan konsumen.2

Regulasi mengenai perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur

belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan konsumen terutama

dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang

pertanggungjawaban ganti kerugian yang belum jelas mengenai ruang

lingkup dan cakupannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya konsumen

mendapat perhatian lebih dari semua pihak mengenai haknya atas

makanan yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan guna

melindungi keselamatan konsumen yang mengkonsumsi makanan

tersebut.

Berdasarkan fakta dan data di atas, maka penulis tertarik untuk

membahas karya ilmiah tugas akhir berupa skripsi yang berjudul

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jasa Katering

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan PERMENKES

Nomor 1096/2011 (Studi Kasus Keracunan Makanan di Kalurahan

Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)".

2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), hlm. 169.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,

permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana bentuk kerugian yang terjadi dalam kasus keracunan

makanan di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten

Bantul, Yogyakarta?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang

dirugikan dalam kasus keracunan makanan di Kalurahan Patalan,

Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kerugian yang terjadi dalam kasus

keracunan makanan di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis,

Kabupaten Bantul, Yogyakarta?

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen

yang dirugikan dalam kasus keracunan makanan di Kalurahan

Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta?
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D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan sebuah

kemanfaatan. Dalam hal ini yang ingin dicapai oleh peneliti dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat

menjadi salah satu rujukan dibidang ilmu hukum khususnya

hukum perdata terhadap perlindungan hukum bagi konsumen

yang dirugikan atas kasus keracunan makanan oleh jasa

boga/catering.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

sarjana strata 1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

b. Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk

pola pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan

pengetahuan yang telah diperoleh.

c. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat

yang bisa dirasakan semua pihak termasuk mahasiswa,

aparat hukum, pemerintah daerah dan masyarakat



9

khususnya terhadap perlindungan hukum menurut

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun

1999 bagi konsumen yang dirugikan atas jasa

boga/catering.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang

masih berada di ruang lingkup yang sama yang kemudian dijadikan

sebagai sumber rujukan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka Penulis mengadakan

penelusuran terhadap penelitian yang ada sebelumnya. Diantaranya

adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis Irma Cahyanti Hutagalung, Fakultas

Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Tahun 2022. dengan

judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Katering Dalam Mengolah

Makanan Yang Sesuai Dengan Standar Kualitas Makanan Higienis

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”.3 Perbedaan: yang

dibahas dalam skripsi tersebut adalah mengenai hambatan tanggung

3Irma Cahyanti Hutagalung, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Katering Dalam
Mengolah Makanan Yang Sesuai Dengan Standar Kualitas Makanan Higienis Berdasarkan
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Rumbai
Kota Pekanbaru,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, (2022),
hlm. 65.
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jawab pelaku usaha catering dan upaya mengatasi hambatan tanggung

jawab pelaku usaha catering dalam mengolah makanan yang sesuai

dengan standar kualitas makanan higiene. Hasil Penelitian: Hambatan

tanggung jawab pelaku usaha katering yaitu sanksi-sanksi yang diberikan

ketika pelaku usaha melakukan pelanggaran dalam hal tidak

memeriksakan kualitas makanan sesuai dengan standar higiene sanitasi

belum tegas dilaksanakan ataupun belum berjalan dengan maksimal.

Upaya mengatasi hambatan tanggung jawab pelaku usaha katering dalam

mengolah makanan yang sesuai dengan standar kualitas makanan higiene

dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan serta sidak guna

untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha katering dalam

memeriksakan kualitas makanan sesuai dengan standar higiene sanitasi

yang di awasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas.

Memberikan surat peringatan atau surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali

kepada pelaku usaha katering yang masih melanggar ketentuan, apabila

tidak ada kesadaran juga dari pelaku usaha maka dilakukan penutupan

usaha sementara maupun permanen.

Kedua, skripsi yang ditulis Enzeli Pragita, Fakultas Hukum,

Universitas Medan Area, Tahun 2022. dengan judul “Perlindungan

Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelaksanaan Higiene Dan Sanitasi Di
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Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan”.4 Perbedaan: yang

dibahas dalam skripsi tersebut adalah mengenai pelaksanaan higiene

sanitasi dan sanksi yang dikenakan apabila tidak melaksanakan higiene

sanitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil

Penelitian: Pelaksanaan higiene dan sanitasi di rumah makan Ayam

Penyet Surabaya Medan sudah sesuai dengan prinsip yang ditentukan

Depkes RI Tahun 2004 tentang higiene dan Sanitasi, yaitu mulai dari

pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan makanan dan

penyajian makanan. Termasuk pula sanitasi rumah makan yang

senantiasa dijaga kebersihannya, yang meliputi sarana dan prasarana

rumah makan, termasuk kebersihan dan kerapian karyawan. Sanksi yang

dikenakan sesuai hasil penelitian belum pernah terjadi. Jika terdapat

pelanggaran pelaksanaan higiene dan sanitasi dapat dikenakan sanksi

sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang

Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1098/2003 dan KUHP,

baik itu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penutupan

rumah makan hingga sanksi pidana kurungan dan denda.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ade Nashrul Azizy dan Eny

4 Enzeli Pragita, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelaksanaan
Higiene Dan Sanitasi Di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan,” Skripsi
Universitas Medan Area (2022), hlm. 56.
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Sulistyowati dengan judul “Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap

Pelaku Usaha Jasa Boga Terkait Kewajiban Memenuhi Higiene Sanitasi

Dalam Pengelolaan Makanan Di Kabupaten Blitar”.5 Perbedaan: dalam

jurnal tersebut memaparkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh

dinas kesehatan terhadap pelaku usaha jasa boga terkait kewajiban

memenuhi higiene sanitasi dalam pengelolaan makanan dan

hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan. Hasil Penelitian:

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Blitar terhadap pelaku usaha jasaboga terkait kewajiban memenuhi

higiene sanitasi dalam pengelolaan makanan yaitu pengawasan preventif

berupa sosialisasi terhadap pelaku usaha jasaboga. Sosialisasi tersebut

dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dinas Kesehatan Kabupaten

Blitar mengalami hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan

terhadap pelaku usaha jasaboga berupa hambatan internal yaitu

kurangnya tenaga pengawas, sarana prasarana dan waktu, sedangkan

hambatan eksternalnya yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman

pelaku usaha terhadap kewajibannya memenuhi higiene sanitasi dalam

pengelolaan makanan yang tercantum dalam Permenkes Jasaboga.

Keempat, skripsi yang ditulis Aprilia Karimah, Fakultas Syariah,

5 Ade Nashrul Azizy dan Eny Sulistyowati, “Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap
Pelaku Usaha Jasa Boga Terkait Kewajiban Memenuhi Higiene Sanitasi Dalam Pengelolaan
Makanan Di Kabupaten Blitar,” Novum : Jurnal Hukum, Vol. 6:4 (Oktober 2019), hlm. 51.
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Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2020. dengan judul

“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Pada Jasa Catering Rumah Makan Barokah di

Kampus Universitas Jember". Perbedaan: yang dibahas dalam skripsi

tersebut adalah mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen pada jasa catering Rumah Makan

Barokah Di Kampus Universitas Jember. Hasil Penelitian: Usaha bisnis

pelayanan jasa catering Rumah Makan Barokah di Kampus Universitas

Jember ini bukan hanya memenuhi kepentingan usaha jasa catering saja

melainkan juga memenuhi kepentingan konsumen yang seimbang, adil

dan mendapatkan keselamatan konsumen. Pada perlindungan konsumen

yang sudah ditetapkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni, “perlindungan konsumen

berasas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan

konsumen, serta kepastian hukum”. Rumah Makan Barokah di Kampus

Universitas Jember ini menggunakan beberapa cara untuk mengenalkan

produknya serta bentuk cedera/kelalaian para pihak sesuai peraturan yang

berlaku.

Kelima, skripsi yang ditulis Anjar Budi Nursyahid, Fakultas Hukum,

Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020. dengan judul “Perlindungan

Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra



14

Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus”. Perbedaan : dalam skripsi

tersebut membahas mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap sentra

makanan jajanan siap saji dikabupaten kudus. Hasil Penelitian: Bentuk

pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di

Kabupaten Kudus belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena

Pemerintah Kabupaten Kudus belum optimal terkait pengawasan

terhadap sentra makanan jajanan siap saji dan hanya menerapkan sanksi

berupa teguran lisan dan teguran tertulis berupa surat pernyataan pelaku

usaha akan mematuhi ketentuan keamanan pangan. Berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No.1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang higiene sanitasi jasaboga, pelaku

usaha jasaboga pada sentra makanan jajanan dalam usahanya wajib

memenuhi prinsip higiene sanitasi makanan mulai dari pemilihan bahan

makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan,

penyimpanan makanan jadi/masak, pengangkutan makanan, dan

penyajian makanan. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga adalah

bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap

jasaboga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Hal itu dimaksudkan agar memberikan jaminan

keamanan pangan yang sesuai standar laik higiene sanitasi kepada

konsumennya dan bagi pelaku usaha akan memberikan keuntungan
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karena sertifikat laik sehat dimiliki guna meyakinkan dan memberikan

rasa aman kepada konsumen.

F. Kerangka teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu

hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. M. Hadjon

menerangkan Perlindungan hukum Indonesia berdasar kepada

nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan

pancasila. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip

negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut :

a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat

berdasarkan asas kerukunan.

b. Hubungan fungsional yang proposional antara

kekuasaan-kekuasaan Negara.
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c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan

peradilan merupakan sarana terakhir.

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.6

Bila dilihat dari sarana perlindungan hukumnya, terbagi

menjadi dua yaitu sarana perlindungan hukum yang bersifat

preventif dan sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

pendapatanya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya

sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya

bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di

Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan

hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk

6Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,
1987), hlm.14.
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menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia

termasuk kategori perlindungan hukum in7 Dapat diartikan

bahwa perlindungan hukum tidak merujuk kepada sesuatu yang

telah terjadi saja, melainkan juga sebagai perlindungan untuk

mencegah terjadinya sengketa. Dengan kata lain, perlindungan

hukum yakni upaya hukum dalam menjamin dan melindungi

subjek hukum pada hal tertentu. Perlindungan hukum tidak hanya

melindungi setelah adanya pelanggaran saja, melainkan juga

berfungsi untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran

dengan upaya preventif.8

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Istilah konsumen berasal dari bahasa inggris dan ahli bahasa dari kata

consument, secara harfiah arti kata consument adalah (lawan dari

produsen) setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa. Begitu

7 “Perlindungan Hukum Di Indonesia,”
http://repository.unpas.ac.id/63286/3/G.%20BAB%20II.pdf?utm_source=perplexity, akses
16 Mei 2025.

8 Fathania Farisa Afifah, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian
Jual Beli Online yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Pada Platform E-Commerce,”
Skripsi Universitas Sriwijaya (2023), hlm.76.
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pula Kamus Bahasa Inggris Indonesia mendefenisikan konsumen sebagai

lawan produsen, yakni pemakai barang dan jasa. Pengertian perlindungan

konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1)

menjelaskan bahwa

“Perlindungan konsumen adalah semua upaya yang bertujuan
menjamin adanya kepastian hukum agar bisa memberikan
perlindungan kepada konsumen”.9

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang ada di dalam pasal

tersebut, sudah memberi kejelasan. Dimana kata-kata yang menyatakan

“semua upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan

dapat berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap perlakuan

sewenang-wenang yang mempengaruhi pelaku usaha semata-mata untuk

menjamin perlindungan konsumen, dan sebaliknya untuk menjamin

kejelasan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian Pelaku Usaha,

sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi”.

9Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja
Grafindo, 2014), hlm. 34.
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Perlindungan konsumen mencakup cakupan yang luas mulai dari

langkah aktivitas memperoleh barang dan jasa hingga, hasil pemanfaatan

barang dan jasa tersebut, termasuk perlindungan terhadap pelanggan,

barang, dan jasa. Hal ini terlihat dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman

kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen memiliki dua

komponen yaitu:10

a. Perlindungan untuk pelanggan terhadap suatu kemungkinan barang

yang didapat tidak sesuai dengan ketentuan transaksi.

b. Perlindungan bagi konsumen dari istilah-istilah yang mrugikan atau

bahkan tidak ada bagi mereka.

c. Penyelesaian Sengketa.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk

mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan

seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka

dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan

hukum antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu,

disebut teori penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa konsumen

10 Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, Perlindungan Konsumen dalam
Transaksi Online (Surakarta: CV, Pustaka Bemgawan, 2017), hlm. 4.
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dibagi menjadi 2 (dua) yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non

litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi):

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (non litigasi)

a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 45 ayat (2) Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan:

"penyelesaian penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai
oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan
untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak
yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara
damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah
pihak yang bersengketa. bersengketa (pelaku usaha dan
konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian
sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan
undang-undang ini".

b. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK (Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen)

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah

pengadilan khusus konsumen (small claim court) yang sangat

diharapkan dapat menjawab tuntunan masyarakat agara proses

beperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian,

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) hanya menerima

perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh

hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara)
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sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan.

Putusan dari BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang

berlaku BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam

tugas dan wewenangnya melaksanakan penanganan dan

penyelesaian sengketa konsumen dengan tiga cara:

i. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata

di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang di buat oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan eksekutoril, sehingga

apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara

sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke

pengadilan.

ii. Konsiliasi

Konsiliasi dalam perlindungan konsumen merujuk pada proses

penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia layanan

atau produk melalui mediasi atau negosiasi yang dilakukan

oleh pihak ketiga netral. Ini merupakan upaya untuk mencapai

penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah

pihak tanpa melibatkan proses hukum formal.



22

iii. Mediasi

Mediasi dalam perlindungan konsumen adalah proses

penyelesaian sengketa di mana mediator netral membantu

konsumen dan penyedia layanan atau produk untuk mencapai

kesepakatan. Mediator membantu pihak-pihak tersebut

berkomunikasi dan menemukan solusi yang memuaskan bagi

semua pihak tanpa melibatkan pengadilan. Ini seringkali

merupakan alternatif yang lebih cepat dan lebih hemat biaya

daripada proses hukum formal.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Berdasarkan Pasal 48

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan

tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan

Pasal 45. Jika dikaitkan dengan Pasal 45, penyelesaian sengketa

konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila:

a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen

di luar pengadilan; dan

b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak
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yang bersengketa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat

memudahkan seorang Penulis dalam melakukan sebuah penelitian yang

berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian

yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya

ditujukan pada pengaturan-pengaturan tertulis dengan beberapa metode

penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang

bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas peraturan,

undang-undang, atau hukum yang sedang berlaku. Pendekatan yuridis

empiris adalah cara pendekatan yang mengamati bagaimana hukum

diterapkan dalam realitas sehari-hari, termasuk sikap, penilaian, dan

perilaku terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini melibatkan

penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer

tentang perilaku yang sesungguhnya meskipun tidak menolak hukum

tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder.11 Dalam

penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberlakuan atau

11Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), hlm. 54.
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implementasi Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan

konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis yaitu

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.12 Dalam penelitian

ini peneliti menggunakan deskriptif analitis untuk mendeskripsikan atau

memberi gambaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang

Higiene Sanitasi Jasa Boga yang menyangkut antara hak dan kewajiban

produsen dan konsumen. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan

dianalisis untuk diambil kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan

studi kasus pada dasarnya melibatkan penelitian terhadap kehidupan

satu atau beberapa komunitas, organisasi, atau individu yang diambil

12Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 53.
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sebagai unit analisis, dengan menggunakan metode penelitian

kualitatif.13 Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan

penelitian berupa studi kasus yang terjadi pada warga yang mengalami

keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan yang diproduksi

oleh jasa katering pada acara Penyerahan Surat Keputusan Penetapan

Rintisan Desa Budaya di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Bantul,

Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini, peneliti memperoleh informasi dengan cara

mengumpulkan sumber data, baik yang bersifat primer maupun

sekunder, yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan.

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang diterapkan

melibatkan:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mengamati suatu objek penelitian. Observasi

sebenarnya tidak sebatas observasi langsung saja, namun bisa juga

dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan bahan bahan

hukum yang sudah penulis jelaskan diatas.

13Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007),
hlm. 37.
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b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi langsung dengan cara bertanya antara

pewawancara kepada responden dengan tujuan memperoleh

jawaban yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.14

c. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dilakukan

dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan

hukum atau kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti

mengumpulkan data tertulis dari sumber seperti Undang-Undang,

buku, literatur, serta jurnal yang terkait dengan bidang penelitian,

terutama dalam konteks hukum perlindungan konsumen.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung melalui metode wawancara

dengan beberapa orang yang mengalami keracunan makanan

sebagai pihak yang secara langsung mengkonsumsi makanan

terserbut.

b. Data Sekunder

14Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ( Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), hlm. 82.
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Data sekunder ialah data yang didapatkan oleh penulis secara tidak

langsung dari objek melainkan dari berbagai sumber yang akan

peneliti gunakan diperoleh melalui bahan-bahan dokumen, seperti

peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan-bahan lain

yang berkaitan dengan pokok bahasan.15

c. Data Tersier

Data tersier yang akan peneliti gunakan berupa ensiklopedia, seperti

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber lain yang dapat diakses

melalui internet sebagai bahan non hukum yang cukup membantu

dalam proses analisis peneliti.

6. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki

kekuatan mengikat secara umum atau mengikat pihak yang

berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti

adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

15M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), hlm. 98-99.
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1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa

Boga.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang

Keamanan Pangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi

pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu

hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik yang

berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus

bahasa inggris, dan ensiklopedia.

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yakni

metode analisis kualitatif. Metode ini ialah memperoleh dan menyusun

data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
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H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mengandung struktur atau urutan singkat

terkait alur pembahasan yang terdiri dari beberapa bab untuk

memberikan gambaran terhadap pembahasan dan memudahkan penulis

dalam menyusun skripsi. Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan

Hukum Terhadap Konsumen Atas Jasa Catering Berdasarkan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Permenkes No 1096/2011”,

sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi lima bab

yang tersusun sebagi berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum

tentang perlindungan hukum bagi konsumen dan lembaga perlindungan

konsumen

Bab ketiga merupakan gambaran umum mengenai Kalurahan

Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan acara

Penyerahan Surat Keputusan Penetapan Rintisan Desa Budaya.

Bab keempat merupakan analisis hasil penelitian yang menjawab
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semua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang bentuk

kerugian yang dialami konsumen dan bagaimana bentuk perlindungan

konsumen.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan berupa

jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan saran dari penyusun

terkait permasalahan dalam peneltian ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada bab

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keracunan pangan yang terjadi pada kegiatan penyerahan SK

(Surat Keputusan) Penetapan Rintisan Desa/Kelurahan Budaya

di Kelurahan Patalan Kecamatan jetis Kabupaten Bantul yang

diselenggarakan pada Selasa, 10 September 2024 dapat

dibuktikan dari hasil penyelidikan epidemiologi dan hasil

laboratorium. Bentuk kerugian immateril dirasakan oleh korban

yang mengalami penderitaan fisik akibat keracunan, terdapat 144

orang yang bergejala/sakit sehingga perlu menjalankan rawat

inap dan rawat jalan. Sedangkan Bentuk kerugian materil

dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berupa

penanggungan biaya perawatan korban keracunan melalui

anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) dan Jamkesda (Jaminan

Kesehatan Daerah). Meskipun dicover oleh pemerintah, alokasi

dana publik menjadi terdistraksi dari kebutuhan lain, sehingga

secara tidak langsung ini adalah kerugian negara.
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2. Dalam penanganan kasus ini, perlindungan represif lebih banyak

dilakukan oleh pihak kesehatan dan pemerintah, seperti tracing

korban, perawatan medis di rumah sakit, dan pembiayaan

pengobatan melalui BTT (Belanja Tidak Terduga) dan Jamkesda

(Jaminan Kesehatan Daerah). Sementara Perlindungan preventif

diberikan pelaku usaha katering berupa SLHS (Sertifikat Laik

Hygiene Sanitasi) sesuai dengan PERMENKES NOMOR

1096/2011. dan Perlindungan preventif yang diberikan pemerintah

melalui dinas kesehatan yang bekerjasama dengan TGC (Tim

Gerak Cepat) Puskesmas Jetis II melakukan Penyelidikan

Epidemiologi yaitu memeriksa kelayakan sajian katering dan

memberikan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat,

terutama peningkatan higienitas atau kebersihan baik individu

maupun tempat pengolahan makanan.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian dan pembahasan di atas, peneliti ingin

memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas

Perdagangan Kabupaten Bantul, disarankan untuk meningkatkan

pengawasan dan inspeksi rutin terhadap pelaku usaha makanan,
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khususnya di Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten

Bantul, Yogyakarta. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan

dan sosialisasi terkait keamanan pangan dan kewajiban pelaku

usaha terhadap konsumen.

2. Bagi Pelaku Usaha Makanan, diharapkan agar lebih

memperhatikan standar kebersihan, proses pengolahan makanan

yang higienis, serta memastikan bahan-bahan yang digunakan

aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha juga perlu memahami

tanggung jawab hukumnya jika terjadi kerugian pada konsumen.

3. Bagi Konsumen, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam

memilih makanan, serta aktif melaporkan jika mengalami

kerugian atau gejala keracunan akibat konsumsi makanan.

Konsumen juga sebaiknya memahami hak-hak mereka

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen.
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